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Sekolah Dipaksa
Gunakan Dana BOS

Untuk Pembayaran
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Rengadaan I

BANGKEP - Pengadaan
lembar kerja siswa (LKS) di
sekolah yangada di Kabupat-
en Banggai Kepulauan men-
uai protes. Pasalnya, dalam
pendistribusian LKS tersebut,
pihak sekolah dipaksa meng-
gunakan Dana Bantuan Op-
erasional Sekolah (BOS) un-
tuk pembayarannya. Pada-
hal dalam petunjuk teknis
(Juknis) penggunaan dana
BOS, sama sekali tak diizink-
an digunakan untuk pembe-
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lian LKS. Yang lebih parah
lagi, kepala sekolah dipaksa
untuk membeli LKS dengan
merekayasa isi kuitansi pem-
bayaran LKS tersebut.

Salah satu Kepala Sekolah
yang ada di Kecamatan Toti-
kum yang enggan dikorank-
an namanya kepada Radar
Sultenginimengatakan, pen-
gadaan LKS telah melang-
gar aturan juknis dana BOS.
Pasalnya kata dia, saat sos-
ialisasi oleh oleh salah satu

perusahaan yang notabene-
nya adalah Distributor LKS
itu, pihak sekolah dipak-
sakan membeli LKS dengan
menggunakan Dana BOS.
Pihak sekolah tak dapat me-
nolaknya, sebab pihak peru-
sahaan menyebutkan bah-
wa pengadaan LKS ini juga
sepengetahuan dinas terkait.
“Kami tidak dapat menolak,
sebab pihak distributor men-
gaku bahwa pengadaan ini
telah disetujui oleh dinas ter-
kait,” ungkap sumber .

Tak hanya itu jelas sumber,
dirinya selaklu kepsek dipak-

M Baca SEKOLAH hal 22




image2.jpeg
Mubazir, LKS Semester I Didistribusikan di Semester II

...Dari Hal 24 t

sa untuk membeli LKS den-
gan merekayasa isi kuitansi
pembelian, agar tak berten-
tangan dengan Juknis Dana
BOS. “Saya disuruh menan-
datangani kuitansi, dimana
dalam kuitansi itu bukan ter-
tulis pengadaan LKS, melain-
kan pengadaan alat-alat ke-

lengkapansekolah,” jelasnya.
Dalamsosialisasiitukatadia,
pihak distributor menganjur-
kan pihak sekolah menggu-
nakan dana BOS daerah ter-
pencil. Anjuran itu sangat tak
masuk akal, pasalnya sampai
saat ini pihak sekolah belum
jugamenerimapencairandana
BOS daerah terpencil.
Pengadaan LKS ini, lan-
jutnya, tak hanya berma-

salah pada pembiayaannya,
melainkan pada saat pros-
es distiribusinya. Bagaimana
tidak bermasalah, sambung
sumber, jika LKS semester I
didistribusikan pada semes-
ter I1. “Distribusinya juga su-
dah tak sesuai, LKS semester 1
baru didistribusikan pada se-
mester II ini, jadinya muba-
sir,” ungkapnya. Karena tak
dapat digunakan lagi, LKS se-

banyak 75 eksamplar itu ter-
paksa digudangkan.

Dia mengakui, dirinya tak
dapat berbuat banyak, kare-
na takut bertentangan den-
gan kebijakan dari pemerin-
tah daerah, dalam hal ini di-
nasterkait. “Seharusnyadinas
terkait dapat menelusuri ma-
salah ini. Sebab jika tidak, ke-
curangan akan terus terjadi,”
pungkasnya.(bar)




